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NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 

1. Perseroan ini bernama PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam 

Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"). 

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah 

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

Pasal 2 

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

Pasal 3 

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR (kode KBLI: 47); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO (kode KBLI: 471); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU 

TEMBAKAU DI TOKO (kode KBLI: 4711); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI 

TOKO (kode KBLI: 472); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO (kode KBLI: 

4724); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI 

TOKO (kode KBLI: 475); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN 

KACA DI TOKO (kode KBLI: 4752); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH 

TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO (kode 

KBLI: 4759); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR (kode 

KBLI: 479); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR 

LAINNYA (kode KBLI: 4799); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (kode KBLI: 46); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (kode KBLI: 

461); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (kode KBLI: 

4610); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP (kode KBLI: 462); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP (kode KBLI: 4620); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU (kode KBLI: 463); 
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- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN (kode KBLI: 

4631); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU 

(kode KBLI: 4633); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA (kode KBLI: 464); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA (kode 

KBLI: 4649); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA (kode KBLI: 

465); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN 

(kode KBLI: 4653); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA (kode KBLI: 466); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM (kode KBLI: 4662); 

- Berusaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN (kode KBLI: 

4663); 

- Berusaha dalam bidang PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (kode KBLI: 56); 

- Berusaha dalam bidang RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING (kode KBLI: 561); 

- Berusaha dalam bidang RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING (kode KBLI: 5610); 

- Berusaha dalam bidang JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN 

PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA (kode KBLI: 562); 

- Berusaha dalam bidang JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) (kode KBLI: 

5621); 

- Berusaha dalam bidang PENYEDIAAN MINUMAN (kode KBLI: 563); 

- Berusaha dalam bidang PENYEDIAAN MINUMAN (kode KBLI: 5630); 

- Berusaha dalam bidang KONSTRUKSI GEDUNG (kode KBLI: 41); 

- Berusaha dalam bidang KONSTRUKSI GEDUNG (kode KBLI: 410); 

- Berusaha dalam bidang KONSTRUKSI GEDUNG (kode KBLI: 4101); 

- Berusaha dalam bidang ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA (kode KBLI: 49); 

- Berusaha dalam bidang ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS (kode KBLI: 494); 

- Berusaha dalam bidang ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG (kode KBLI: 4943); 

- Berusaha dalam bidang PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN (kode KBLI: 52); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN (kode KBLI: 522); 

- Berusaha dalam bidang PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) (kode KBLI: 5224); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA (kode KBLI: 5229); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN (kode KBLI: 

64); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN 

(kode KBLI: 649); 

- Berusaha dalam bidang PINJAMAN KREDIT LAINNYA (kode KBLI: 6492); 
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- Berusaha dalam bidang REAL ESTAT (kode KBLI: 68); 

- Berusaha dalam bidang REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA 

(kode KBLI: 681); 

- Berusaha dalam bidang REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA (kode KBLI: 6811); 

- Berusaha dalam bidang REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (kode KBLI: 682); 

- Berusaha dalam bidang REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (kode KBLI: 6820); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN (kode KBLI: 70); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN (kode KBLI: 702); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN (kode KBLI: 7020); 

- Berusaha dalam bidang AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI (kode KBLI: 

77); 

- Berusaha dalam bidang SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK 

CIPTA (kode KBLI: 774); 

- Berusaha dalam bidang SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK 

CIPTA (kode KBLI: 7740). 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut: 

Kegiatan Usaha Utama: 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA 

MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET. Kelompok ini mencakup 

usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan 

makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli 

mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat 

menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, 

kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket (kode KBLI: 47111). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA. Kelompok ini 

mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung 

tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan 

piaraan dan makanan ternak (kode KBLI: 46339). 

- Menjalankan kegiatan usaha SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA 

HAK CIPTA. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan 

aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. 

Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam 

proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik 

aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa 

guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan 

karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk 

penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak 

eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan aset non finansial yang tak 

berwujud lainnya (kode KBLI: 77400). 

- Menjalankan kegiatan usaha BAR. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan 

minuman beralkohol dan non alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah 

mendapatkan izin dari instansi yang membinanya (kode KBLI: 56301). 



                 Anggaran Dasar PT Supra Boga Lestari Tbk 

5 

Kegiatan Usaha Penunjang: 

- Menjalankan kegiatan usaha KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL. Kelompok ini mencakup usaha 

pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen 

dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh 

perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung 

tempat tinggal (kode KBLI: 41011). 

- Menjalankan kegiatan usaha KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN. Kelompok ini mencakup usaha 

pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). 

Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat 

dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (kode KBLI: 

41017). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK. 

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan 

pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas 

nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar 

lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan 

dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui jaringan 

dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku 

tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk 

pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-

kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, 

kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan 

besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, 

dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454 (kode KBLI: 46100). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS. Kelompok ini 

mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, 

seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman 

hias, bunga dan sebagainya (kode KBLI: 46203). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan 

ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang (kode KBLI: 46205). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN. Kelompok ini 

mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan 

perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar 

bibit tanaman kehutanan (kode KBLI: 46207). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA. 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang 

belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, 

sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan 

bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas (kode KBLI: 46209). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, 

mangga dan buah lainnya (kode KBLI: 46312). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR SAYURAN. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, 

kol dan sayuran lainnya (kode KBLI: 46313). 
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- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL 

PERTANIAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan 

hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah (kode KBLI: 46319). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA. 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti 

perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, 

elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, 

konsol video games; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, 

peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, 

wallpaper, karpet dan sebagainya (kode KBLI: 46491). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR FARMASI. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan (kode KBLI: 46492). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan besar obat tradisional atau jamu (kode KBLI: 46493). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya (kode KBLI: 46494). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK. 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak 

(kode KBLI: 46498). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 

PERTANIAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan 

pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah 

susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian 

dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (kode KBLI: 46530). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM. Kelompok ini mencakup 

usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam 

bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk 

logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas 

dan logam mulia lain (perak, platina) (kode KBLI: 46620). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI. 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi 

seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat 

nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, 

awning dan seng lembaran (kode KBLI: 46631). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU. Kelompok ini 

mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, 

papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin 

kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, 

kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (kode KBLI: 46632). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN. Kelompok ini 

mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, 

kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, 

selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang (kode KBLI: 

47245). 
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- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI. 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi 

seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat 

nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, 

awning dan seng lembaran (kode KBLI: 47521). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU. Kelompok ini 

mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan 

reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, 

ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip 

board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (kode KBLI: 47526). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR. Kelompok ini mencakup usaha 

perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu 

dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling (kode KBLI: 

47591). 

- Menjalankan kegiatan usaha PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR 

LAINNYA YTDL. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain 

kelompok 47991 s.d. 47993 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak 

mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah 

masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau 

pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing (kode KBLI: 47999). 

- Menjalankan kegiatan usaha ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM. Kelompok ini mencakup 

usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis 

barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer (kode KBLI: 49431). 

- Menjalankan kegiatan usaha PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG). Kelompok ini mencakup 

usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan 

darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya 

mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari 

jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan 

dengan kereta gerbong barang (kode KBLI: 52240). 

- Menjalankan kegiatan usaha AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN 

DARAT (EMKA & EMAD). Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang 

dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat (kode KBLI: 

52292). 

- Menjalankan kegiatan usaha RESTORAN. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat 

di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman 

untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses 

pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai 

restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya (kode KBLI: 56101). 

- Menjalankan kegiatan usaha JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING). Kelompok 

ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi 

ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan 

jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, 

seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, 

seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar 

atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung (kode KBLI: 56210). 
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- Menjalankan kegiatan usaha RUMAH MINUM/KAFE. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang 

bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya 

minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk 

proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan 

sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum (kode KBLI: 56303). 

- Menjalankan kegiatan usaha PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS FINANCE). Kelompok ini mencakup 

usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala (kode 

KBLI: 64922). 

- Menjalankan kegiatan usaha REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA. Kelompok ini mencakup 

usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri 

maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat 

tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) 

serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan 

secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, 

pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung 

tersebut), pembagian real estat menjadi kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian 

kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (kode KBLI: 68111). 

- Menjalankan kegiatan usaha REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK. Kelompok ini 

mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang 

berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, 

penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas 

dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat (kode 

KBLI: 68200). 

- Menjalankan kegiatan usaha AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. Kelompok ini mencakup 

ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan 

manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan 

keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya 

manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat 

mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi 

manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, 

rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan 

anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam 

perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (kode 

KBLI: 70209). 

MODAL 

Pasal 4 

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 

(lima miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah). 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sejumlah 

1.564.487.500 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima 

ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 156.448.750.000,- (seratus lima puluh 

enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah disetor penuh 

oleh para pemegang saham yang rincian serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta 

ini. 
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3. 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu Rp. 156.448.750.000,- (seratus lima puluh enam 

miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. sebesar Rp 125.159.000.000 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang 

rinciannya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 7, tanggal 23-9-2011 (dua puluh tiga September 

dua ribu sebelas), yang dibuat di hadapan TJONG TRISNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 

yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam 

database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-32865 tanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas); 

b. sebesar Rp 31.289.750.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah) dengan uang tunai merupakan hasil penawaran umum. 

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam 

bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan 

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "RUPS") 

mengenai penyetoran tersebut; 

b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang 

tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; 

e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau 

unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal 

sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa 

oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; 

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah 

maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan 

Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum 

tersebut. 

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan 

syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga 

tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan 

dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa 

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek 

yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari 

Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat 

dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib 

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga "HMETD") kepada setiap 

pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 
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b) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana 

diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan 

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 

10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau 

jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

yang berlaku; 

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 

d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD 

harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, 

dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat 

ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 

sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang 

memesan tambahan efek bersifat ekuitas; 

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat 

ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga 

dengan harga dan syarat-syarat yang sama; 

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham 

atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan 

RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut; 

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 

mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang 

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus 

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan: 

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 

anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% 

(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 

(i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 

(ii) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

(iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

(iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b).(iii) 

Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali 

anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah 

jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi; 
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(v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b).(i) Anggaran Dasar termasuk 

juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

7.b).(iv) Anggaran Dasar; 

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya 

penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang 

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus 

persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor 

tersebut. 

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

SAHAM 

Pasal 5 

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang Pasar Modal. 

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-

sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain 

sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak 

mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak 

mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang 

diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di 

Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. 

9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan 

Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat 

kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 

seorang pemegang saham. 

11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: 

a. nama dan alamat para pemegang saham; 

b. nomor surat saham; 

c. nilai nominal saham; 

d. tanggal pengeluaran surat saham. 

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: 

a. nama dan alamat pemegang saham; 

b. nomor surat kolektif saham; 
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c. nomor surat saham dan jumlah saham; 

d. nilai nominal saham; 

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. 

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota 

Direksi lainnya. 

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak 

suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang 

pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) 

nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus 

menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka dan yang ditunjuk atau diberi 

kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan 

dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan 

alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. 

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau 

pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau 

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan 

Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada 

konfirmasi tertulis. 

17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif 

sekurang-kurangnya harus mencantumkan: 

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan 

Penitipan Kolektif yang bersangkutan; 

b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; 

c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; 

d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; 

e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan 

dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; 

f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis. 

18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan 

yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. 

19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. 

20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal dan UUPT. 

PENGGANTI SURAT SAHAM 

Pasal 6 

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 
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a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. 

3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya 

surat saham tersebut; 

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup 

oleh Direksi Perseroan; dan 

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham 

Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran 

pengganti surat saham. 

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. 

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi 

terhadap Perseroan. 

6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang 

saham yang bersangkutan. 

7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia 

berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik 

Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham 

Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham 

Perseroan dicatatkan. 

PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 7 

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar 

Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap 

pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek 

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 

yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 

tersebut. 

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa 

Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar 

Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana 

terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. 

4. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi 

kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan 

oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro 

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 
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5. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang 

atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan 

yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-

benar hilang atau musnah. 

6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, 

diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 

7. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara 

dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. 

8. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat 

sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau 

Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang 

berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk 

didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 

9. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk 

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana 

berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan 

nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. 

10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham 

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut 

menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek 

untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek 

tersebut. 

11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham 

kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian 

dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan 

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau 

hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS 

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang 

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek 

tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar 

penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, 

untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang 

menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau 

hak-hak lainnya tersebut. 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 

Pasal 8 

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar 

Khusus di tempat kedudukan Perseroan. 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: 
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a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak 

lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; 

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; 

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai 

penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran 

jaminan fidusia tersebut; 

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; 

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. 

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 

sebaik-baiknya. 

4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus 

memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan 

kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan 

pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang 

terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. 

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham 

atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan 

kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. 

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang 

pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 

ketentuan dalam anggaran dasar ini. 

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham 

kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 

ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham-

saham) tersebut. 

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk 

melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran 

atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, 

pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan 

atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran 

dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 9 

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 

Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang, peraturan 

perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat. 

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas 

nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas 
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saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal 

yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham 

Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau 

apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal 

lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. 

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi 

wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai 

saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat 

pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham 

Perseroan dicatatkan. 

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain 

yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti 

hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis 

untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat 

menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan 

mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari 

rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, 

dan Perusahaan Efek. 

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk 

memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap 

setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 9 ini. 

9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan 

pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS 

yang dimaksud. 

DIREKSI 

Pasal 10 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. 

2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) di antara anggota Direksi 

diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat 

diangkat dan selama menjabat: 

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 

b. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1. tidak pernah dinyatakan pailit; 
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2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah 

tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai 

anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari 

Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan 

atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; 

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 

e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. 

4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan 

disampaikan kepada Perseroan dan surat pernyataan itu wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 

Perseroan. 

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas. 

6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: 

a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain; 

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; 

c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga 

menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 

tertentu dan dapat diangkat kembali. 

9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, 

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat 

dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali 

apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya 

berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal 

pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. 

11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka 

pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan 

kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi 

tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. 

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir 

dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib 

menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka 
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waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri 

tersebut. 

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri 

Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. 

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan 

lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan 

persetujuan RUPS. 

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan 

membebaskannya. 

13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi 

kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan 

telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 

14. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris 

berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini 

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari 

jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi 

untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru. 

16. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota 

Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur 

yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut 

adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan 

lain dalam RUPS. 

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: 

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau 

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau 

c. meninggal dunia; atau 

d. diberhentikan karena keputusan RUPS. 

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan 

Komisaris. 

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota 

Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan 

itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum 

memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan 

kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai 
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Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 14 ayat 18 

anggaran dasar ini. 

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 11 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

ini. 

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas 

maka: 

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan anggaran dasar; dan 

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan 

penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali: 

(i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

(ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

(iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

(iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar 

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan 

pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan 

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: 

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan 

di bank); 

b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan 

memperhatikan ayat 4 Pasal ini; 

c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa 

mengurangi izin yang berwenang; 

d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain/badan hukum lain; 

e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan 

nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan; 

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut 

ditandatangani oleh Dewan Komisaris. 

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang 

dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) 

maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih 

Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu 
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sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat 4 anggaran dasar Perseroan. 

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan 

syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk bila ada perubahan-perubahannya di 

kemudian hari. 

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; 

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak 

perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang 

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk 

bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa 

tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu. 

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan 

maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat 

Direksi. 

9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan 

dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai 

kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan benturan 

kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka: 

(i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan 

kepentingan dengan Perseroan; 

(ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan 

Perseroan; 

(iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris 

memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. 

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara 

kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan 

kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dengan 

memperhatikan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal. 

RAPAT DIREKSI 

Pasal 12 

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan 

Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan 

tahunan Perseroan. 

3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum 

berakhirnya tahun buku. 

(ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat 

disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. 
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(iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum 

rapat diselenggarakan. 

4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut 

ketentuan Pasal 11 anggaran dasar ini. 

5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan 

mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat, 

pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender 

sebelum Rapat tersebut diadakan. 

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana 

saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota 

Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat 

diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk 

menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota 

Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi. 

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain 

berdasarkan surat kuasa. 

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per 

dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. 

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan 

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. 

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang 

menentukan. 

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk 

setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. 

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, 

dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu 

Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat 

menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. 

14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan 

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara 

Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat 

maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 

dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat). 
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15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 Pasal ini merupakan 

bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik 

untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. 

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, 

dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang 

bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara 

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian 

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

DEWAN KOMISARIS 

Pasal 13 

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris. 

2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) di antara 

anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen. 

(ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah 

Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota 

Dewan Komisaris. 

(iii) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain 

dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan 

usaha Perseroan. 

3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam 

waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen 

Perseroan pada periode berikutnya; 

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; 

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau 

pemegang saham utama Perseroan; 

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha Perseroan. 

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 

a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain; 

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain. Dalam hal anggota Dewan 

Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang 

bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 

(empat) perusahaan publik lain; 
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c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga 

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris diangkat 

untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) 

tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) 

diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya 

(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali 

pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen 

kepada RUPS. 

(ii) Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam 

laporan tahunan. 

(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang 

bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa 

jabatan Komite Audit berikutnya. 

11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. 

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran 

dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 

Pasal 14 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 

Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. 

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai 

dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya. 

5. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini 

mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. 

6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan 

berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas 

tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 

7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-

kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan 
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berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan 

uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala 

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 

8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh 

Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi 

setelah dilakukan Rapat Direksi. 

9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. 

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 

waktu tertentu. 

11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS. 

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun 

anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal 

demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau 

lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang 

anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau 

anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. 

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat 

memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota-anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya 

(jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak 

bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan 

wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal 

pemberhentian sementara. 

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian 

sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan 

berhak menjabat kembali jabatannya semula. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk 

memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada 

jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan 

kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, 

apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. 

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau 

setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara 

anggota Direksi menjadi batal. 

16. Rapat tersebut pada ayat 14 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 

Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak 

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama 

tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin 

oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka 

Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. 

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, 

maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. 

18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak 

ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih 

anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama 

serta mewakili Perseroan. 
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RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 15 

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan 

Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 

(empat) bulan. 

2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam 

laporan tahunan Perseroan. 

3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. 

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris 

Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 

anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris 

berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. 

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung 

dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan secara 

tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau 

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan 

Komisaris dapat diadakan di manapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak 

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di 

tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila 

semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun 

juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan 

untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh 

salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. 

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan 

Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. 

10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih 

dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. 

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 

keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat 

tersebut. 

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris 

yang menentukan. 

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk 

setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. 

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun 

tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, 

dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu 

Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang 



                 Anggaran Dasar PT Supra Boga Lestari Tbk 

26 

berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris 

menentukan lain. 

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat 

memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. 

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir 

dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda 

tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. 

15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 Pasal ini merupakan bukti 

yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, 

baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. 

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan 

Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan 

secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan 

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 

diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN 

Pasal 16 

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan 

Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. 

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku 

yang akan datang. 

3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) 

Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani 

oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada 

anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus 

diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat 

sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk 

diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada 

RUPS Tahunan melalui Direksi. 

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan 

Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. 

7. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam surat kabar 

berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 17 

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari: 
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a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 anggaran dasar ini; 

b. RUPS lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan 

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 

Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali 

dengan tegas dinyatakan lain. 

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS dengan media 

telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan: 

a. sistem penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh 

OJK; atau 

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung dengan 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang 

saham yang berhak hadir dalam RUPS. 

Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan 

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara yang diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur 

operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh 

Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. 

4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: 

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: 

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per 

sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 

dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau 

b. Dewan Komisaris. 

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) di atas diajukan kepada 

Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada 

ayat 4.(2) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a 

ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 

(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) di atas harus: 

a. dilakukan dengan itikad baik; 

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 

5. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 

pada ayat 4.(1) diterima Direksi. 

(2) Direksi juga wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(2) di atas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS 

sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(1). 
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6. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(1) atas usulan 

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib 

mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak 

diselenggarakan; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 

(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) atau 

jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali 

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a kepada Dewan 

Komisaris. 

(3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka 

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan 

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(2) diterima Dewan Komisaris. 

(4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada 

ayat 6.(3). 

7. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.(3) 

di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak 

diselenggarakan; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 

(2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 

7.(1), atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat 

mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin 

diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a. 

8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 7.(2) wajib menyelenggarakan RUPS. 

9. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka 

waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

10. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.(1) atas 

usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)b, dalam jangka waktu paling lambat 15 

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi 

wajib mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak 

diselenggarakan; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 
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(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(1) atau 

jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri 

RUPS. 

(3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 

10.(1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(2) telah 

terlampaui. 

(4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada 

ayat 10.(3). 

11. (1) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Dewan 

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.(3) dan ayat 10.(3), atau pemegang saham sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 8 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(1), dalam pemberitahuan 

mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama 

pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, 

jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan 

dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, 

jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan 

negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika 

Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

Pasal 18 

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: 

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik 

dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan 

mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan 

perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 

mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; 

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; 

c. Diputuskan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan 

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS 

Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. 

Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh 

Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. 
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Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, 

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan 

mengenai: 

- alasan pendelegasian kewenangan; dan 

- kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk; 

d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan 

Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. Gaji, uang jasa dan 

tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan 

wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan 

Komisaris; 

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak 

mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini. 

3. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau 

seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Usul-usul yang 

bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan. 

4. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan/laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti 

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, 

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan 

dan tindakan pidana lainnya. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

Pasal 19 

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan 

Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara. 

PROSEDUR, TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 20 

1. PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS. 

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; 

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan 

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. 

2. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS. 

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 

(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2) wajib dilakukan di: 

a. tempat kedudukan Perseroan; 

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
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c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; 

atau 

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 

3. PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS. 

(1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan 

tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(1) harus diungkapkan secara jelas dan rinci. 

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2), 

Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. 

4. PENGUMUMAN RUPS. 

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 

pengumuman dan tanggal pemanggilan. 

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) paling kurang memuat: 

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 

d. tanggal pemanggilan RUPS. 

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat 4.(2), 

pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) wajib memuat informasi bahwa 

Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau 

Dewan Komisaris. 

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4.(2) dan (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga 

keterangan: 

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham 

independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. 

6. (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 

6.(1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) 

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan 

menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. 

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) di atas harus: 

a. dilakukan dengan itikad baik; 

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 
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d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara 

rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 6.(1) sampai dengan ayat 6.(3). 

7. PEMANGGILAN RUPS. 

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh 

satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. 

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) harus memuat informasi paling sedikit: 

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; 

b. waktu penyelenggaraan RUPS; 

c. tempat penyelenggaraan RUPS; 

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; 

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham 

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan 

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 

8. (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan 

diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. 

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8.(1) wajib tersedia sejak tanggal 

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. 

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan 

bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.(2), 

penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan lain tersebut. 

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

akan diangkat wajib tersedia: 

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan 

RUPS; atau 

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada 

saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, 

Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani 

oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan 

bahwa: 

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan 

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan 

dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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9. (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan 

RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.7.(2). 

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(1) memuat perubahan 

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib 

melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20.7. 

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan 

mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa 

Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud 

pada ayat 9.(2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk 

dilakukan pemanggilan ulang. 

10. (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; 

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua 

diselenggarakan; dan 

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan 

dan tidak mencapai kuorum kehadiran. 

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 10.(1) huruf a, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1. 

11. (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(2) memuat paling sedikit: 

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; 

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; 

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; 

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan 

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. 

12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapat penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.(1). 

13. HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS. 

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. 

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya 

tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan 

RUPS. 

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir 

sebagai berikut: 
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a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang 

terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 

pemanggilan RUPS kedua; dan 

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang 

terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 

pemanggilan RUPS ketiga. 

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham 

yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam 

daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. 

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham 

sebagaimana dimaksud pada ayat 13.(2) tersebut. 

14. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 6.(3) dan 

Pasal 17 ayat 10.(3), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8, daftar 

pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. 

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan 

terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. 

16. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS: Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain 

yang terkait dengan mata acara RUPS. 

17. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara 

elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. 

18. (1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.13 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain 

untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(1) dapat dilakukan pemegang saham 

secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang 

disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh 

Perseroan. 

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(2) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) 

hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. 

(4) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian 

kuasa secara elektronik. 

19. (1) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 18.(2) tersebut di atas jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. 

(2) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan paling 

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. 

20. (1) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: 

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. 

(2) Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 

20.(1) huruf b. 
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(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(1) wajib: 

a. cakap menurut hukum; dan 

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. 

(4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(3) harus telah terdaftar di dalam sistem e-

RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem 

yang disediakan oleh Perseroan. 

(5) Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk 

memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. 

21. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau 

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh 

Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah 

kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

22. (1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara 

diatur oleh penyedia e-RUPS. 

(2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme 

pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur 

dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. 

23. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan 

kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

24. Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang 

ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

25. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

PIMPINAN RUPS, RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, MEDIA PENGUMUMAN DAN 
BAHASA PENGUMUMAN 

Pasal 21 

1. PIMPINAN RUPS. 

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin 

oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan 

hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) dan ayat 1.(2), RUPS dipimpin oleh pemegang 

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS 

mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka 

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan 

kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin 

oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 
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(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai 

benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin 

oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah 

seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham 

lainnya yang hadir dalam RUPS. 

2. TATA TERTIB RUPS. 

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang 

hadir. 

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum 

RUPS dimulai. 

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang 

saham paling kurang mengenai: 

a. kondisi umum Perseroan secara singkat; 

b. mata acara rapat; 

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan 

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

pendapat. 

3. RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS. 

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. 

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang 

pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS 

tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS 

wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan. 

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh pada 

hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 

Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, 

perhitungan hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas 

akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(5). 

(6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib memuat informasi paling 

kurang: 

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; 

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; 

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari 

jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 
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d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; 

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat 

terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan; 

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; 

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak 

memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan 

dengan pemungutan suara; 

h. keputusan RUPS; dan 

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat 

keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. 

(7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.3.(1) wajib diumumkan kepada 

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. 

4. MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN. 

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan 

pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini bagi 

Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: 

a. situs web penyedia e-RUPS; 

b. situs web bursa efek; dan 

c. situs web Perseroan; 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit 

Bahasa Inggris. 

(2) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan 

pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini bagi 

Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: 

a. situs web penyedia e-RUPS; 

b. situs web Perseroan; dan 

c. situs web Otoritas Jasa Keuangan; 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit 

Bahasa Inggris. 

(3) Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 ini 

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan 

Bahasa Indonesia. 

(4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan 

yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(3), informasi 

dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. 

5. (1) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media 

pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah 

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada 

bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: 

a. situs web bursa efek; dan 
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b. situs web Perseroan; 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit 

Bahasa Inggris. 

(2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai 

media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman 

ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 di atas, bagi Perseroan 

yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: 

a. situs web Perseroan; dan 

b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web 

yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan; 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit 

Bahasa Inggris. 

(3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada 

ayat 5.(2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut. 

6. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

3.(4), (5), (6), (7), dan Pasal 21 ayat 4.(1), (2), (3) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS 

oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat 8 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat 10.(2). 

7. Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 

pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah 

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4.(2) huruf c dan Pasal 21 ayat 5.(2) huruf b ditetapkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 22 

1. KEPUTUSAN RUPS. 

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

1.(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib 

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. 

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak. 

(4) Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara 

dalam RUPS harus memenuhi syarat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu 

acara RUPS yang bersangkutan. 

(5) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perseroan wajib: 

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS 

terdekat; dan 

b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam laporan tahunan. 
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(6) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib 

melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan 

pembagian dividen tunai. 

2. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN. 

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam 

RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat 

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam 

RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

hadir atau diwakili; 

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui 

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 

dalam RUPS. 

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) huruf b 

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 

sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan atas permohonan Perseroan. 

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) 

dan ayat 2.(2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata 

acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi 

material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kekayaan bersih Perseroan. 

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang 

memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu 

berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua 

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua 

per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 

dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara yang sah; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh 

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS 

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan 

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 
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4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang 

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi 

atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan 

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 

(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan 

jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga 

per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga 

per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 

dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara yang sah; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh 

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, 

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan 

jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran 

dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; 

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu 

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang 

saham independen; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan 

jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir 

dalam RUPS; 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS 

ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 

dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum 

kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan 

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih 

dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam 

RUPS. 
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6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas 

saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan 

hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 

saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 

dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas 

perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; 

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 

(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS 

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak 

tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan atas permohonan Perseroan. 

7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham 

tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait 

dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. 

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap 

memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 

9. Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham 

yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa 

untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. 

Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang 

saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ini. 

10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan 

mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 

pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. 

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam 

Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 

13. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor 

Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit 

dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. 
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PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN 

Pasal 23 

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi 

yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara 

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan 

dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan 

dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan 

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. 

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk 

dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam 

dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya 

jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat 

diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun 

tersebut akan menjadi hak Perseroan. 

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen 

interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan 

diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

PENGGUNAAN CADANGAN 

Pasal 24 

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal 

ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh 

cadangan lain. 

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah 

kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. 

3. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku sepanjang Perseroan mempunyai laba yang positif. 

4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan 

kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS 

harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh 

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 25 

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, 

pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi 

Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. 

2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini cukup 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar 
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oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang 

jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 

keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham 

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dalam Bahasa 

Indonesia. 

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat 

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri 

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga 

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh 

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 

yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 

Pasal 26 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham 

atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat 

mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan 

hak suara yang hadir dalam RUPS; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan 

Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan 

Perseroan. 

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

Pasal 27 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan 

hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham 

atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 
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saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat 

mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan 

hak suara yang hadir dalam RUPS; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan 

Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan 

Perseroan. 

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan 

penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. 

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. 

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan 

dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat 

kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa 

Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar seperti yang termaktub 

dalam akta pendirian beserta perubahannya di kemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal 

disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya 

kepada para likuidator. 

6. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima 

bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang 

mereka miliki masing-masing. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS. 

KETERANGAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR 

Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ini telah diambil bagian dan 

disetor penuh dengan uang tunai/non tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.564.487.500 (satu miliar lima ratus 

enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham masing-masing dengan 

nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), yaitu oleh para pemegang saham: 

a. PT WIJAYA SUMBER SEJAHTERA, sebanyak 411.147.000 (empat ratus sebelas juta seratus empat puluh 

tujuh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 41.114.700.000,- (empat puluh 

satu miliar seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 

b. PT PRIMA RASA INTI, sebanyak 292.869.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam 

puluh sembilan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 29.286.900.000,- 

(dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah); 
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c. PT GUNAPRIMA KARYAPERKASA, sebanyak 236.538.000 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga 

puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 23.653.800.000,- (dua 

puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 

d. PT EKAPUTRI MANDIRI, sebanyak 131.420.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu) 

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.142.000.000,- (tiga belas miliar seratus 

empat puluh dua juta rupiah); 

e. Masyarakat, sebanyak 492.513.500 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima 

ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 49.251.350.000,- (empat puluh 

sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

Jumlah seluruhnya sebanyak 1.564.487.500 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan 

puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 156.448.750.000,- 

(seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
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PENYANGKALAN 

DISCLAIMER 

Dokumen ini disusun dan disajikan semata-mata untuk keperluan penyampaian informasi kepada publik. 

Dokumen ini merupakan salinan/penyajian ulang dalam format yang telah ditata ulang atas Anggaran Dasar PT 

Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") sebagaimana dinyatakan kembali seluruhnya dalam Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Nomor 29 tanggal 30 April 2021, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta Utara. 

This document has been prepared and made available solely for the purpose of providing information to the 

public. It constitutes a reproduction, in a reformatted presentation, of the Articles of Association of PT Supra 

Boga Lestari Tbk (the "Company") as restated in their entirety in Deed of Statement of Meeting Resolutions 

No. 29 dated 30 April 2021, drawn up before Rudy Siswanto, Master of Laws, Notary in North Jakarta. 

Dokumen ini BUKAN merupakan dokumen hukum yang otentik, bukan salinan resmi akta notaris, dan tidak 

menggantikan akta asli beserta seluruh perubahannya. Penataan ulang format, penomoran halaman, tata letak, 

dan pemenggalan paragraf dalam dokumen ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan pembacaan dan 

tidak dimaksudkan untuk mengubah makna, isi, maupun substansi ketentuan Anggaran Dasar. 

This document is NOT an authentic legal instrument, is not an official copy of a notarial deed, and does not 

replace the original deed or any of its amendments. The reformatting, pagination, layout and paragraph 

breaks applied in this document have been carried out solely to facilitate readability and are not intended to 

alter the meaning, content or substance of any provision of the Articles of Association. 

Apabila terdapat kekeliruan penulisan, salah ketik, kekeliruan penomoran pasal atau ayat, kekeliruan rujukan 

silang, kelalaian pencantuman, atau perbedaan maupun ketidaksesuaian dalam bentuk apapun antara dokumen 

ini dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 29 tanggal 30 April 2021 beserta perubahannya, maka yang 

berlaku, sah, dan mengikat adalah akta asli tersebut. Kekeliruan atau perbedaan demikian tidak dapat ditafsirkan 

sebagai perubahan, penyimpangan, pengesampingan, atau penafsiran resmi atas ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan. 

In the event of any error in wording, typographical error, error in the numbering of articles or paragraphs, error 

in cross-references, omission, or any discrepancy or inconsistency of any kind between this document and Deed 

of Statement of Meeting Resolutions No. 29 dated 30 April 2021 together with its amendments, the original 

deed shall prevail and shall be the valid and binding instrument. No such error or discrepancy may be construed 

as an amendment to, departure from, waiver of, or official interpretation of any provision of the Company’s 

Articles of Association. 

Dokumen ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alat bukti dalam proses hukum apapun, dan tidak 

dimaksudkan sebagai nasihat hukum namun hanya untuk kepentingan publikasi. Untuk keperluan yang 

memerlukan keabsahan hukum, para pihak wajib merujuk pada salinan resmi akta notaris beserta Surat 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

This document may not be relied upon as a basis or as evidence in any legal proceedings, and is not intended 

to constitute legal advice but only for publication purpose. For any purpose requiring legal validity, parties 

must refer to the official copy of the notarial deed together with the Letter of Receipt of Notification of 

Amendment to the Articles of Association issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of 

Indonesia. 


